
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No. 1325, 2016 KEMTAN. SDM Pertanian. Sertifikasi Kompetensi. 

Penyelenggaraan. Pedoman. Pencabutan. 
 

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 42/PERMENTAN/SM.200/8/2016        

TENTANG 

PEDOMAN PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI KOMPETENSI 

SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PERTANIAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa sebagai acuan dalam pelaksanaan sertifikasi 

kompetensi sumber daya manusia pertanian telah 

ditetapkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 

36/Permentan/SM.200/6/2015 tentang Pedoman 

Penyelenggaraan Sertifikasi Kompetensi Sumber Daya 

Manusia Pertanian; 

  b. bahwa dengan adanya tuntutan perubahan dan 

perkembangan Lembaga Sertifikasi Profesi Sektor 

Pertanian, perlu meninjau kembali Peraturan Menteri 

Pertanian Nomor 36/Permentan/SM.200/6/2015 

tentang Pedoman Penyelenggaraan Sertifikasi 

Kompetensi Sumber Daya Manusia Pertanian; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 

menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang 

Pedoman Penyelenggaraan Sertifikasi Kompetensi 

Sumber Daya Manusia Sektor Pertanian; 
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279); 

 

  2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang 

Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan 

Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4660); 

 

  3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang 

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5433); 

 

  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 

 

  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679); 

 

  6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 

tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4297); 
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  7. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 

tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4637); 

 

  8. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang 

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun  2012 Nomor  24);   

 

  9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang 

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 

 

  10. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 85); 

 

  11. Peraturan Menteri  Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan 

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792); 

 

  12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 68/Permentan/ 

OT.140/5/2014 tentang Peta Fungsi Standardisasi 

Kompetensi Sumber Daya Manusia Pertanian (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 702); 

 

  13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 

120/Permentan/OT.140/12/2014 tentang Pedoman 

Pendidikan dan Pelatihan serta Sertifikasi 

Kompetensi Petani (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 1611); 

 

  14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/ 

OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243); 

 

  15. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 

53/Kpts/OT.140/1/2015 tentang Pemberlakuan 
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Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional Indonesia 

Sektor Pertanian; 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG 

PEDOMAN PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI 

KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR 

PERTANIAN. 

 

Pasal 1 

Pedoman Penyelenggaraan Sertifikasi Kompetensi 

Sumber Daya Manusia Sektor Pertanian tercantum 

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

 

Pasal 2 

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai dasar hukum 

dalam pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Sumber Daya 

Manusia Sektor Pertanian. 

 

Pasal 3 

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan 

Menteri Pertanian Nomor 36/Permentan/ 

SM.200/6/2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan 

Sertifikasi Profesi Sumber Daya Manusia (Berita Negara 

Republik  Indonesia Tahun 2015 Nomor 908), dicabut 

dan dinyatakan tidak berlaku. 

 

Pasal 4 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan 

penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 

 

  Ditetapkan di Jakarta 

  pada tanggal 29 Agustus 2016 

 

  MENTERI PERTANIAN 

  REPUBLIK INDONESIA, 

 

    ttd  

 

   AMRAN SULAIMAN  

 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal  5 September 2016 

 

DIREKTUR JENDERAL 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  

REPUBLIK INDONESIA,  

 

               ttd  

 

WIDODO EKATJAHJANA  
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